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Abstrak - Transformasi Tata Kelola Dana Desa untuk Meningkatkan 
Pendapatan Desa
Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran dana 
desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
Metode - Penelitian ini menggunakan metode studi kasus ekplanatori. 
Adapun informan penelirian adalah sejumlah pihak dari pengurus dinas 
terkait pengelolaan dana desa.
Temuan Utama - Penelitian ini menemukan bahwa dana desa berperan 
besar dalam mengoptimalkan pendapatan desa. Dana desa sebagai sti
mulus dan modal utama dalam mengembangkan potensi kekayaan desa 
sebagai komponen sumber pendapatan asli desa. Perwujudan utama 
dari kontribusi ini adalah alokasi dana desa untuk pengelolaan badan 
usaha milik desa.
Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini berimplikasi pada per
lunya keterlibatan pemerintah daerah dalam memetakan potensi dan 
melakukan uji kelayakan bisnis sebelum mendirikan badan usaha milik 
desa. Selain itu, pemerintah desa harus lebih kreatif dan inovatif untuk 
menciptakan sumber pendapatan asli desa.
Kebaruan Penelitian – Penekanan tata kelola dana desa dalam peneli
tian ini adalah kebaruan dalam penelitian akuntansi desa.
 
Abstract: Transformation of Village Fund Governance to Increase 
Village Revenue 
Main Purpose - This research aims to explore the role of village funds in 
increasing village revenue.
Method - This research uses the explanatory case study method. The in-
vestigative informants are several parties from the official management 
related to the management of village funds.
Main Findings - This research finds that village funds play a significant 
role in optimizing village revenue. Village funds as a stimulus and the prin-
cipal capital in developing the potential of village wealth as a component of 
the village’s source of income. The primary embodiment of this contribution 
is the allocation of village funds to manage village-owned enterprises.
Theory and Practical Implications - The local government needs to in-
volve in mapping potential and conducting business feasibility tests before 
establishing village-owned enterprises. Otherwise, the village government 
must be more creative and innovative to create the village’s source of in-
come.
Novelty - This research emphasizes village fund governance is a novelty in 
village accounting research.
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Salah satu latar belakang diterbitkanya 
undangundang desa yaitu agar desa mampu 
mandiri dalam mengelola sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya 
keuangan. Tujuan undangundang terse
but adalah untuk mengembangkan potensi, 
meningkatkan kekayaan desa, dan memaju
kan perekonomian desa de ngan cara men
dorong dan menggerakkan partisipasi ma
syarakat desa. Pengelolaan potensi kekayaan 
aset desa diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan asli desa. Pendapatan inilah 
yang diharapkan bisa digunakan untuk 
mendanai programprogram pembangun
an desa. Kemandirian keuangan sangat 
pen ting agar pemerintah desa tidak terus 
berharap dan bergantung dari dana trans
fer pemerintah pusat dan daerah. Sejalan 
dengan tujuan otonomi desa, pemerintah 
desa diberikan hak oleh pemerintah pusat 
dan daerah untuk mengelola dan mengem
bangkan potensi kakayaan yang dimiliki, 
se hingga mampu mengoptimalkan pendapa
tan desa (Ahmad et al., 2021; Purnamawati 
& Adnyani, 2021). Hak tersebut juga diikuti 
dengan pemberian dana desa yang berasal 
dari transfer pemerintah pusat. Dana desa 
dimaksudkan untuk menjadi stimulus dan 
mendorong agar pemerintah desa mam
pu membangun atau menciptakan potensi 
sumber pendapatan desa. Di mana selama 
ini pemerintah desa hanya dijadikan sebagai 
objek pembangunan dari pemerintah daerah 
dan pemerintah pusat. Dengan adanya dana 
desa, pemerintah desa akan dapat berperan 
sebagai subjek atau pelaksana programpro
gram pembangun an demi mewujudkan 
kesejahteraan ma syarakat desa. Sehingga 
pemerintah desa harus mampu mengelola 
keuangan desa yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, dan pembuat
an laporan pertanggungjawaban. Pemerin
tah desa dalam mengelola keuangan desa 
harus memahami prinsipprinsip akuntan
si keuangan desa. Pemahaman akuntan
si keuangan perlu dimiliki agar dana desa 
tersebut terkelola dengan baik dan sesuai 
dengan peruntukkannya.

Dalam kurun waktu enam tahun se
jak di salurkannya dana desa pada tahun 
2015, ternyata masih banyak desa yang ti
dak mampu mengelola dan memanfaatkan
nya dengan baik. Pemerintah desa juga be
lum mampu mengoptimalkan pemanfaatan 
dana desa untuk meningkatkan ekonomi 
dan kualitas hidup masyarakat. Selama 
ini, dana desa hanya dimanfaatkan untuk 

pembangun an infrastruktur berupa jalan 
kampung, fasi litas umum, goronggorong, 
tempat pembuangan sampah, dan lain 
semacamnya. Sedangkan program yang 
berkaitan dengan pemberdayaan dan pem
bangunan ekonomi desa, seperti penyertaan 
modal BUMDes, pem bangunan unit usa
ha desa, ataupun pendampingan kelompok 
usaha masyarakat masih sangat minim. 
Temuan ini sesuai de ngan penelitian Wang 
et al. (2017) yang meng ungkapkan bahwa 
kebijakan program dana desa dalam me
maksimalkan kemandirian desa belum ber
jalan secara optimal karena penggunaan 
dana yang belum terukur secara efisien dan 
lebih banyak digunakan untuk pembangun
an infrastruktur fisik. Hal ini diperkuat pe
nelitian Wu & Christensen (2021) bahwa da
lam usaha memanfaatkan alokasi dana desa 
dan upaya meningkatkan pendapatan desa, 
pemerintah desa masih kesulitan dan memi
liki banyak hambatan, seperti dana yang 
macet dan peraturan yang dianggap kurang 
mendukung. Namun dua penelitian terse
but berbeda dengan temuan Saputra et al. 
(2019) yang menyimpulkan bahwa pemerin
tah desa mampu melakukan pembangunan 
yang berorientasi memajukan perekonomian 
dan peningkatan pendapatan desa. Selain 
itu, Wahyudi & Pancawati (2018) mengung
kapkan bahwa pemerintah desa dalam upa
ya meningkatkan pendapatan desa melalui 
optimalisasi pengelolaan unit pasar desa 
serta mengoptimalkan potensi sumber daya 
alam yang dimiliki, seperti sektor pertanian, 
peternakan, perkebunan, dan sebagainya. 
Urgensi dilakukannya penelitian ini ada
lah menguak upaya pemerintah desa dalam 
menggali dan menciptakan sumber pen
danaan yang berasal dari pendapatan desa 
untuk membiayai programprogram yang 
telah direncanakan. Penelitian ini berkaitan 
dengan pengelolaan dana desa, se hingga te
ori yang mendasari dan digunakan adalah 
teori New Public Management (NPM). 

Fenomena permasalahan dalam peng
gunaan dana desa juga terjadi di Kabupa
ten Lamongan yang menemukan belum 
ba nyaknya pemerintah desa kreatif dan in
ovatif dalam menciptakan dan mengalih po
tensi sumbersumber pendapatan asli desa. 
Hal ini seperti yang diungkapkan Noviyanti 
et al. (2018), bahwa pengelolaan keuangan 
desa diprioritaskan pada pemberdayaan ma
syarakat dan pembangunan desa, berupa pe
layanan posyandu dan pembangun an jalan 
rabat beton. Imawan et al. (2019) juga meng
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ungkapkan bahwa pemerintah desa dalam 
upaya membiayai program pem bangunan 
masih bergantung pada dana transfer yang 
berasal dari pemerintah di atasnya. Dana 
desa yang diterima sejak tahun 2015 le bih 
banyak digunakan untuk pembangunan 
fisik, baik itu jalan desa, jembatan desa, 
maupun yang sejenis de ngan itu. Namun pe
merintah daerah terus berusaha mengevalu
asi, mendampingi, dan memperbaiki penge
lolaan dana desa agar dapat dimanfaatkan 
dengan baik. Sesuai ung kapan Kabid penge
lola keuangan aset dan sumber daya desa, 
bahwa dinas terkait desa telah melakukan 
pembinaan kepada seluruh kepala desa dan 
memastikan bahwa mereka mampu me
ngelola dan memanfaatkan dana desa untuk 
kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan 
perundangundangan yang berlaku (berita
jatim.com). Dana desa yang nilainya sangat 
besar tentu membutuhkan pendampingan 
dan pengawasan oleh pemerintah di atasnya 
terkait pengelolaannya, agar sesuai dengan 
visi, tujuan, dan arah yang telah ditetapkan 
(Yao, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya ber
tujuan untuk melihat implementasi kebi
jakan dana desa dan mengukur kinerja 
kebijakan tersebut (Fitriyani et al, 2018; 
Imawan et al. 2019; Noviyanti et al. 2018; 
Saputra et al, 2019; Wang et al, 2017; Wu & 
Christensen, 2021). Berdasarkan penelitian 
tersebut, peneliti tertarik untuk melaku
kan kajian atau penelitian yang bertujuan 
mendalami hubung an antara dana desa 
dengan pendapatan asli desa (PADes). Ke
baruan penelitian ini terletak pada variabel 
yang digunakan untuk melihat peningkat
an pendapat an desa, yaitu variabel dana 
desa (DD). Karena dana desa yang ber asal 
dari ang garan pemerintah pusat menja
di salah satu yang diprioritaskan untuk 
menjadikan desa mandiri dalam mencip
takan sumbersumber pendapatan desa dan 
mandiri secara keuangan, sehingga mampu 
membiayai program yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini didasarkan pada teori New 
Public Management dalam membaca upaya 
pemanfaatan dana desa untuk meningkat
kan pendapatan dan kemandirian keuangan 
desa. Penelitian ini juga menggunakan studi 
kasus ekplanatori yang tidak digunakan oleh 
penelitianpenelitian terdahulu. Pendekatan 
studi kasus ekplanatori digunakan karena 
penelitian ini berusaha untuk mengetahui 
dan mendalami hubungan antara dana desa 
dengan pendapatan asli desa. Penulis juga 

akan mendalami bagaimana upaya peme
rintah daerah dan pemerintah desa dalam 
meng optimalkan pendapatan asli desa dan 
aset desa melalui pengelolaan atau peman
faatan dana desa.

Penelitian ini dimotivasi oleh upaya un
tuk menggali dan mengungkap peran dana 
desa dalam mengoptimalkan pendapatan 
desa. Upaya mewujudkan kemandirian desa 
di sektor keuangan dengan cara meningkat
kan pendapatan asli desa pada hakikatnya 
tidak hanya menjadi tanggung jawab pe
merintah desa saja, namun harus ada ko
laborasi baik dari pemerintah daerah, pu
sat, maupun partisipasi masyarakat. Peran 
pemerintah desa dalam menggali, mencip
takan, dan menganalisis potensi aset desa 
sangat penting untuk menunjang perkem
bangan aset desa dan pendapatan asli desa. 
Berdasarkan beberapa hal tersebut, peneli
tian ini mempunyai tujuan untuk memaha
mi dan mendalami peran dana desa dalam 
meningkatkan pendapatan asli desa. Ha
sil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
dasar pertimbangan dalam membuat kebi
jakan dan program prioritas pemanfaatan 
dana desa untuk mewujudkan kemandirian 
ekonomi dan keuangan desa. Sedangkan 
dalam dunia akuntansi, penelitian ini mem
berikan kontribusi teori dan pengembangan 
ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khu
susnya akuntansi keuangan desa sebagai 
upaya optimalisasi aset desa. 

 
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekat
an studi kasus ekplanatori untuk men
jawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini 
akan menguak bagaimana usa ha yang te
lah dilakukan oleh pemerintah daerah dan 
pemerintah desa dalam memaksimalkan 
pendapatan desa dengan memanfaatkan 
dana desa. Hasil penelitian akan memapar
kan bagaimana pemerintah desa memaknai 
pengelolaan dana desa dan upa ya mengop
timalkan pendapatan asli desa dalam pers
pektif akuntansi.

Penelitian mengenai peran dana desa 
dalam meningkatkan/memaksimalkan pen
dapatan desa dilakukan di Kabupaten La
mongan. Data BPS Jawa Timur tahun 2017 
menempatkan Kabupaten Lamong an sebagai 
kabupaten dengan pendapatan asli desa ter
besar di Jawa Timur. Kabupaten Lamongan 
juga mempunyai potensi kekayaan dan sum
ber daya alam yang cukup besar, terutama 
di sektor pertanian dan kelautan, namun 
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sampai saat ini belum mampu dikelola dan 
dimanfaatkan dengan baik. Padahal peme
rintah telah memberikan dana stimulus 
kepada pemerintah desa yang dapat digu
nakan untuk membangun dan menciptakan 
sumbersumber pendapat an desa. Peneli
tian ini mempunyai tujuan untuk mengung
kap dan mendalami peran dana desa dalam 
meng optimalkan pendapatan asli desa dan 
juga melihat dampak kebijakan pemerin
tah dae rah dalam upaya memotivasi dan 
menggerakkan pemerintah desa agar mam
pu mengoptimalkan pendapatan desa dan 
kemandirian desa dalam membiayai pro
gramprogramnya. Pengumpulan data da
lam penelitian ini dilakukan melalui dua 
cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. 

Data utama diperoleh lewat wawancara 
dengan pihakpihak yang telah ditentukan, 
yaitu yang terlibat dalam pengelolaan dana 
desa. Adapun data sekunder sebagai pen
dukung dan untuk memperkuat hasil pene
litian peneliti membutuhkan dokumendo
kumen seperti draf APBDes, peraturan yang 
berkaitan dengan kebijakan peningkatan 
pendapatan asli desa, peraturan desa, dan 
lain sebagainya.

Tabel 1 menyajikan daftar informan 
untuk penelitian ini. Informan dalam pene
litian ini merupakan pelaku dan pihak yang 
memahami pengelola dana desa serta mam
pu memberikan informasi terkait pengelo
laan dana desa. Informan dalam penelitian 
ini berasal dari pihak Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lamongan, yaitu Dinas Pember
dayaaan Masyarakat Desa (DPMD) dan dari 
pihak pemerintah desa adalah kepala desa. 

Analisis pengelolaan data dilakukan 
mulai dari proses pengumpulan data sam
pai data terpenuhi untuk menjawab per
tanyaan penelitian. Dalam proses pengum
pulan data, peneliti langsung menganalisis 
jawaban atau data yang telah dikumpulkan 
(Kamayanti, 2020). Interpretasi dan anali
sis data pada penelitian dengan pendekatan 

studi kasus dilakukan dengan mengelola 
data melalui cara mengorganisasi, memilah, 
mengelompokkan, dan mencari pola untuk 
menemukan informasiinformasi penting 
untuk disajikan sesuai dengan tema pene
litian. Model analisis interaktif digunakan 
dalam meng analisis data, yaitu dengan 
tahapan reduksi dataa (data reduction), pe
nyajian data (datee display), dan penarikan 
kesimpulan (conclusion drawing/verifica-
tion) (Miles et al., 2019). Selanjutnya data 
disaji kan berdasarkan pengelolaan dana 
desa dalam mengoptimalkan pendapatan 
desa dan bagaimana upayaupaya pemerin
tah desa dalam meningkatkan kemandirian 
desa melalui implementasi teori New Pu-
blik Ma nagement (NPM). Berdasarkan data 
yang telah dikumpulkan dan dikelompok
kan, peneliti akan mendeskripsikan atau 
menarasikan secara terstruktur, sistematis, 
faktual, dan akurat sesuai dengan fakta 
hubungan dan keterkaitan antarfenomena. 
Kesimpulan dari penelitian ini memaparkan 
bagaimana peran dana desa dalam memak
simalkan pendapat an desa.
 
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan di tingkat desa merupa
kan suatu bagian integral yang tidak dapat 
dipisahkan, baik itu dengan pembangunan 
daerah maupun pembangunan nasional. 
Pada era sistem desentralisasi saat ini, pe
merintah desa diberikan keleluasaan dan 
kewenangan yang besar untuk melakukan 
pembangunan yang terstruktur dan multi 
sektoral. Oleh karena itu, pemerintah desa 
dituntut untuk dapat merumuskan dan me
rancang program dan kegiatan yang berke
lanjutan dan komprehensif. 

UU 6/2014 memberikan hak otonom 
kepada pemerintah desa untuk mengelola 
potensi kekayaan desa, keuangan desa, dan 
hak memperoleh dana desa dari pemerintah 
pusat. Otonomi desa adalah suatu kebijakan 
yang memberikan hak dan wewenang kepada 

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama Institusi
Hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Heni Pemerintah Desa Sedayulawas
Panut Pemerintah Desa Sendangagung

Mudzakir Pemerintah Desa Datinawong
Sutikno Pemerintah Desa Talunrejo

Amiruddin Pemerintah Desa Kuro
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peme rintah desa agar dapat memanfaatkan 
dan mengoptimalkan potensi kekayaan yang 
ada dan memaksimalkan sumber pendapat
an desa dengan tujuan memajukan dan 
menyejahterahkan kehidupan masyarakat. 
Sebagai upaya mendukung terwujudnya 
tujuan otonomi desa tersebut, pemerin
tah desa perlu untuk mengembangkan dan 
meningkatkan pemanfaatan potensi sumber 
daya ekonomi yang dimiliki sebagai usaha 
menciptakan sumbersumber pendapat
an keuangan desa. Keuangan desa sebagai 
modal pembiayaan programprogram desa, 
sehingga penting untuk melakukan optimal
isasi pendapatan desa. Kemandirian desa 
dalam memenuhi kebutuhan penyelengga
raan pembangunan desa dapat dilihat dari 
besarnya pendapatan desa yang digunakan 
untuk membiayai programprogram desa 
tersebut. 

Sebagian besar aktivitas perekonomi
an masyarakat bertumpu pada aktivitas 
pertanian, peternakan, dan kelautan yang 
berbasis pengelolaan sumber daya alam. 
Keunggulan komparatif masyarakat desa 
salah satunya berada pada sektor sumber 
daya alam tersebut. Namun keunggulan 
kompara tif tersebut tidak menjadikan desa 
tumbuh dan berkembang maju yang seja
jar dengan kemajuan masyarakat perkota
an. Beberapa hal yang menyebabkan sulit
nya ma syarakat perdesaan berposisi sejajar 
dengan ma syarakat perkotaan dikarenakan 
rendah nya kompetensi sumber daya manu
sia serta ketersediaan modal dan infrastruk
tur yang kurang memadai. 

Saat ini desa diletakkan pada posisi 
sentral dalam suatu sistem pemerintahan 
di Indonesia sebagai subjek pembangun
an. Dimensidimensi pembangunan yang 
dapat diperankan oleh pemerintah desa 
antara lain perbaikan lingkungan, pemba
ngunan ekonomi, perbaikan tatanan sosial, 
politik, dan hukum. Konsep ini menjadikan 
masyarakat desa dapat berkontribusi dan 
menjadi penentu keberhasilan pencapaian 
visi pembangun an nasional. Pembangunan 
berbasis pemberdayaan masyarakat adalah 
suatu proses memperkuat sistem kelem
bagaan desa dan pengembangan kompeten
si sumber daya manusia agar mampu me
mobilisasi dan mengelola potensi aset desa 
untuk meningkatkan kualitas hidup dan 
kemajuan desa. Dalam mengoptimalkan ka
pasitas sumber dayanya, desa pemerintah 
perlu membuat kebijakan yang berorientasi 

jangka panjang dan berkelanjutan dengan 
visi kesejahtera an dan kemajuan desa. 

Pemerintah pusat berupaya men
dukung dan memotivasi pemerintah desa 
untuk mengoptimalkan dan menciptakan 
sumber pendapatan desa memberikan dana 
desa sebagai stimulus dalam membang
un sumbersumber pendapatan keuangan 
desa. Salah satu peruntukan dana desa dari 
transfer pemerintah ialah untuk mening
katkan perekonomian desa, baik pendapat
an desa maupun ekonomi masyarakatnya. 
Untuk usaha meningkatkan potensi dan 
asset desa agar menjadi pos baru sumber 
pendapatan, pemerintah pusat dan daerah 
perlu mengeluarkan kebijakan dan pedoman 
sebagai dasar bagi pemerintah desa dalam 
pengelolaan aset yang dimiliki. Pemanfaatan 
dan pengelolaan potensi desa dimaksudkan 
agar dapat menambah sumber pemasukan 
asli desa. 

Kemandirian desa dalam hal pengelo
laan keuangan dapat dilihat dari bagaimana 
pemerintah desa membiayai programpro
gramnya tanpa harus bergantung dari dana 
transfer. Guna mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera dan makmur, pemerintah pu
sat telah memberikan pe ran strategis kepada 
pemerintah desa untuk membantu mewu
judkan visi pembangunan nasional. Terkait 
hal tersebut, Hari menjelaskan terkait upaya 
pemanfaatan dana desa sebagai pendorong 
kemandirian desa di sektor keuangan se
bagai berikut.

 
“Sesuai dengan peraturan, 
dana desa diperbolehkan untuk 
penyertaan modal BUMDes dan 
programprogram peningkatan 
pendapatan asli desa. Sehing
ga dengan adanya dana desa pe
merintah desa diharuskan untuk 
menggali dan mengelola potensi 
kekayaan desa agar desa memiliki 
banyak sumbersumber pendapat
an desa. Pemerintah Kabupaten 
Lamongan juga terus mendorong 
agar pemerintah desa kreatif dan 
inovatif dalam menciptakan sum
bersumber pendapatan asli desa, 
hal ini bahkan dituangkan dalam 
peraturan Bupati Nomor 8 Ta
hun 2020 bahwa dana desa di
prioritaskan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa 
dan secara spesifik yaitu mening
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katkan pendapatan ekonomi 
masyarakat dan meningkatkan 
pendapatan asli desa. Serta Per
bup Nomor 1 tahun 2021 lebih 
jelas lagi tertuang bahwa dana 
desa diprioritaskan untuk pem
bentukan, pengembangan dan 
revitalisasi BUMDes/BUMDes
ma untuk pertumbuhan ekonomi 
desa merata dan pengembangan 
usaha ekonomi produktif yang 
diutamakan dikelola BUMDes/
BUMDesma untuk mewujudkan 
komsumsi dan produksi desa sa
dar lingkungan” (Hari).

Pernyataan Hari menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah telah mendorong peme
rintah desa untuk kreatif dan inovatif dalam 
mengelola potensi kekayaan desa. Dorong
an tersebut berbentuk kebijakan melalui 
peraturan bupati dan pendampingan kepa
da aparatur desa. Peraturan bupati tersebut 
menjelaskan bahwa pemanfaatan dana desa 
harus diarahkan untuk prioritas peningkat
an pendapatan asli desa. Pemerintah desa 
juga diberikan keleluasaan yang cukup be
sar dalam mengurus dan mengelola peme
rintahannya, terutama dalam meningkatkan 
pendapatan dan kemajuan ekonomi desa. 
Hal ini sesuai dengan definisi teori New Pu-
blic Management sebagai suatu sistem ma
najemen otonom dengan perangkat baru 
yang meliputi controlling, benchmarking, 
dan lean management (Yang & Hung, 2014). 
Urgensi pemanfaatan potensi sumber daya 
desa dan upaya yang telah dilakukan da
lam menciptakan dan menggali sumber 
pemasukkan asli desa dimaksudkan un
tuk menunjang kemandirian desa dalam 
membiayai programprogram pembangu
nan. Sebagai unit pemerintahan yang oto
nom, pemerintah desa dapat membuktikan 
kemandirian nya dengan besaran pendapa
tan asli desa yang dapat digunakan untuk 
membiayai penyelengaraan pemerintahan. 
Namun pada kenyataannya, pendapatan 
transfer dari pemerintah di atasnya masih 
mendominasi struktur anggaran pemerin
tah desa, sedangkan kontribusi pendapatan 
asli desa dalam APBDes masih sangat kecil. 
Untuk itu pemerintah desa dan pemerintah 
daerah harus fokus dan mendorong upaya 
optimalisasi pendapatan desa. 

Dorongan dan kebijakan pemerintah 
tersebut sekaligus menjadi penerapan New 
Public Management, yaitu usaha memaksi

malkan pengelolaan sumber daya yang di
miliki untuk mewujudkan tujuan dan visi 
yang telah ditetapkan. Pembentukan usaha 
bersama dalam bentuk Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) dinilai sebagai komponen 
penting untuk memaksimalkan pendapat
an asli desa. Dalam peraturan pemerintah, 
salah satu kegunaan utama dana desa yaitu 
untuk pendirian BUMDes, yang dalam pe
ngelolaannya dikelola bersama antara pe
merintah desa dan masyarakat dengan tu
juan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat melalui opti
malisasi pendapatan asli desa. 

Pernyataan Hari selaras dengan pene
litian Gao (2021) yang menjelaskan bahwa 
keberadaan BUMDes dapat memberikan 
dampak berupa manfaat yang besar bagi 
perekonomian masyarakat dan peningkatan 
pendapatan desa. Hal yang sama juga diung
kapkan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) 
bahwa pendirian BUMDes merupakan suatu 
upaya yang dilakukan pemerintah desa un
tuk mewujudkan kesejahteraan dan pening
katan ekonomi masyarakat melalui pening
katan pendapatan asli desa. 

Pendirian BUMDes itu sendiri harus 
didasarkan pada dukungan potensi desa 
dan kesadaran masyarakat untuk mema
jukan dan menyejahterahkan masyarakat 
desa. Lassou et al. (2018) menggungkapkan 
bahwa pemanfaatan potensi kekayaan desa 
berpengaruh signifikan terhadap kemandi
rian desa. Namun pengelolaan potensi desa 
juga memiliki banyak kendala yang menja
di penghambat. Kendalakendala tersebut 
berkaitan dengan aspek keorganisasian, 
kompetensi sumber daya manusia, dan im
plementasi yang belum sejalan dengan pera
turan atau kebijakan (Marini et al., 2017). 

Pemerintah Pusat menerbitkan UU No 
6/2014 tentang desa dalam rangka mem
perluas desentralisasi sampai struktur ter
bawah sistem pemerintahnya. Dalam UU 
tersebut, pemerintah desa diberikan hak 
otonom untuk menyelenggarahkan pemerin
tahannya sebagai bentuk keberlanjutan dari 
reformasi birokrasi yang dilakukan pasca 
krisis 1998 (Antlov et al, 2016). Desentralisa
si memberikan keleluasaan dan kewenangan 
yang sangat besar bagi pemerintah desa un
tuk mengelola keuangan dan kekayaan milik 
desa. Transfer dana desa yang sangat besar 
diharapkan dapat digunakan untuk mem
biayai program pemberdayaan dan pem
bangunan yang berkesinambungan demi 
mempercepat peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat. Namun pada kenyataannya, 
pemerintah desa belum mampu mengelola 
dana desa dengan efektif dan efisien yang 
membuatnya menjadi sorotan publik. Bah
kan banyak terjadi kasus penyelewengan 
dan juga kasus pengelolaan dana desa yang 
tidak tepat sasaran atau tidak sesuai pe
runtukannya. Sehingga pemerintah daerah 
harus mengawal dan mendampingi peme
rintah desa dalam mengelola keuangan agar 
pemanfaatan dana desa terarah dan sesuai 
dengan tujuannya. Begitu juga dalam pem
bentukan BUMDes, terdapat beberapa ken
dala atau kesulitan yang dihadapi pemerin
tah desa, antara lain ketidakpahaman untuk 
memulai pendirian BUMDes, minimnya ke
mampuan untuk menyusun dan melengkapi 
persyaratan administrasi, memetakan po
tensi ekonomi, minimnya sumber daya ma
nusia yang berkompeten (Gao, 2021). 

BUMDes adalah lembaga ekonomi desa 
yang bergerak dalam mengelola sumber daya 
ekonomi dan aset desa untuk kesejahte
raan masyarakat. Pendirian BUMDes bertu
juan untuk meng optimalkan pemanfaatan 
kekayaan potensi desa, meningkatkan ke
sejahteraan, dan memajukan perekonomian 
masyarakat. Adapun fungsi utama BUMDes 
sebagai badan usaha yaitu menjadi mo
tor penggerak perekonomian yang mampu 
mempercepat pe ningkatan pendapatan desa 
sebagai sarana untuk menyejahterakan 
masyarakat. Adanya BUMDes dapat menja
dikan desa mandiri dalam sektor keuang an 
dan pembangunan. 

Terdapat cara yang dapat ditempuh 
untuk meningkatkan kemandirian dan ting
kat kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan 
melakukan pemberdayaan masyarakat. Pem
berdayaan masyarakat adalah suatu upaya 
meningkatkan kesadaran, sikap, perilaku, 
kemampuan, pengetahuan, keterampilan, 
serta pemanfaatan potensi kekayaan desa 
dengan menetapkan program kebijakan dan 
kegiatan pendampingan sesuai esensi per
masalahan dan mengutamakan kebutuhan 
masyarakat. Terlebih dengan adanya dana 
desa dapat yang dapat dipergunakan untuk 
membiayai program pemberdayaan dan pem
bangunan untuk kemajuan desa. Prioritas 
pemanfaatan dana desa untuk pembangun
an dimaksudkan untuk perbaikan sarana 
dan prasarana, meningkatkan kualitas hi
dup, menanggulangi kemiskinan, memenuhi 
kebutuhan dasar masyarakat, pengembang
an potensi ekonomi desa, menjaga kelesta
rian dan keberlanjutan lingkungan, peman

faatan sumber daya alam yang dimiliki, dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintah pusat telah melakukan evalua
si terkait kebijakan dana desa dengan hasil 
yang mengungkapkan bahwa dana desa ber
dampak positif bagi pembangunan sarana 
dan prasarana yang bermanfaat untuk ma
syarakat. Namun dampak positif dari keber
hasilan pembangunan secara nasional tidak 
serta merta menempatkan pemerintah desa 
sebagai subjek pe ngelola keuangan dapat 
menjalankan proses yang mulus dan lancar 
tanpa kendala, persoalan, ataupun kasus 
yang melibatkan pemerintah desa tersebut. 

Selama tahun 2018, terdapat 900 lapor
an kasus yang mengindikasikan penyalah
gunaan dalam penggunaan dana desa yang 
dilakukan oleh kepala desa. Sinyalemen ken
dala, permasalahan, dan kasus tersebut se
bagai penyebab tidak optimalnya kebijakan 
dana desa dalam mencapai tujuan (Wang et 
al, 2017). Casini et al. (2017) menguraikan 
bahwa tidak optimal dan tidak tercapainya 
tujuan dana desa tersebut disebabkan oleh 
rendahnya kapasitas dan kapabilitas sum
ber daya manusia yang mengelolanya dan 
juga rendahnya partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa sebagai struktur 
terbawah pemerintahan nasional yang 
langsung bersentuhan dan mempunyai ke
dekatan dengan masyarakat harus dilibat
kan dalam usaha pembangunan nasional. 
Fenomena ini disebabkan sebagian besar 
penduduk Indonesia bertempat tinggal dan 
menggantungkan hidupnya di daerah per
desaan. Dasar pemikiran atas diberikannya 
transfer dana desa adalah untuk melakukan 
pemerataan pembangunan dan meningkat
kan tingkat kesejahteraan yang diwujudkan 
dengan peningkatan pelayanan masyarakat, 
kemajuan ekonomi desa, menghilangkan ke
senjangan antardesa dan memperkuat po
sisi pemerintah desa sebagai subjek yang 
diberikan peran untuk ikut melakukan pem
bangunan. Dana desa yang ditujukan untuk 
meningkatkan ekonomi desa disambut baik 
oleh pemerintah desa. Karena selama ini pe
merintah desa hanya merasa menjadi objek 
pelaksanaan programprogram pemerintah 
pusat dan daerah. Adanya dana desa yang 
begitu besar membuat pemerintah desa ha
rus dapat merancang program yang kreatif 
dan inovatif dalam upaya meningkatkan sek
tor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
Peraturan pemerintah dapat dengan jelas 
memberikan arahan prioritas kegunaan 
dana desa yang salah satunya adalah untuk 



696    Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, Hlm 689-710

meningkatkan ekonomi dan kemandirian 
desa. Hal ini se suai ungkapan Panut bahwa:

“Dana desa ini diperuntukkan un
tuk pemberdayaan dan pemba
ngunan fisik, namun untuk tahun 
2020 dan 2021, karena pandemi 
ada refocusing untuk prioritaspri
oritas penanggulang an bencana. 
Untuk program pemberdayaan itu 
bisa berbentuk kegiatan pelatih
an, pemberian alat dan penyer
taan modal ke BUMDes. Penyer
taan BUMDes ini kita upayakan 
untuk peningkatan keuntungan 
se hingga nantinya akan menam
bah pendapatan asli desa (PADes). 
Kegiatankegiatan produktif ini 
sa ngat didorong oleh pemerin
tah daerah, agar peme rintah desa 
dapat meningkatkan pendapatan 
asli desanya. Peme rintah Desa 
Sendangagung telah membuat 
beberapa program untuk mencip
takan sumbersumber pendapat
an asli desa seperti penyertaan 
modal di BUMDes Warung LA 
(WarLA), pembangunan taman 
wisata edukasi dan kantor layanan 
publik (pembayaran pajak STNK). 
Peningkatan pendapatan asli desa 
bagi kami sangat signifikan meski
pun belum sampai pada capaian 
ekspektasi kami, namun sudah 
ada kenaikan kalau dulu ha nya 
dapat dari hasil menyewakan 
tanah desa saja. Mulai tahun 2015 
sejak adanya dana desa kita telah 
mendirikan tiga unit bisnis baru 
yang bertujuan untuk meningkat
kan pendapatan asli desa. Namun 
yang berjalan baik baru warung 
Lamongan (WarLA) yang bergerak 
di sektor ritel, untuk taman wisa
ta edukasi dan kantor pelayanan 
masih dalam proses pembangu
nan” (Panut).

Pernyataan Panut menjelaskan bahwa 
dana desa telah digunakan untuk pember
dayaan, kegiatankegiatan produktif, dan 
pendirian unitunit usaha desa. Pemanfaatan 
dana desa yang telah dilakukan pemerintah 
desa setempat dinilai dapat meningkatkan 
pendapatan desa. Hal ini memperkuat hasil 
penelitian Fitriyani et al. (2018) dan Saputra 
et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa 

pengelolaan keuangan desa yang difokus
kan atau diperuntukkan untuk program 
pemberdayaan dan pemanfaatan aset desa 
dapat meningkatkan pendapatan dan kua
litas hidup masyarakatnya. Pemerintah desa 
telah lama memiliki gagasan untuk meman
faatkan potensi desa jauh sebelum adanya 
undangundang tentang desa. Namun masih 
terhalang dengan beberapa hal, misalnya 
peraturan yang memayungi dan terbatas nya 
dana milik desa sebagai modal masih sa
ngat terbatas. Tidak adanya peraturan dan 
terbatasnya dana ini menjadi hambatan bagi 
pemerintah desa (Mookherjee, 2014). 

Gagasan tersebut muncul karena yang 
dikelola Panut memiliki banyak nilai kearif
an lokal dan sejarah peradaban desa yang 
maju. Dalam bidang ekonomi, desa ini terke
nal sebagai pengrajin emas dan batik, juga 
adanya warisan peninggalan Sunan Sendang 
yang memiliki banyak nilai seni budaya. Ti
dak hanya itu, pada bidang pertanian dan 
peternakan juga tergolong sangat baik, bah
kan Desa Sedangagung juga sebagai desa 
penghasil legen (minuman dari pohon si
walan). Potensipotensi tersebut apabila bisa 
dikelola dengan baik, maka akan menjadi 
nilai tambah dan mampu meningkatkan 
pendapatan asli desa. Alsaid & Ambilichu 
(2021) meng ungkapkan bahwa potensi aset 
desa, yaitu semua sumber daya yang dimili
ki desa baik sumber daya alam, sumber daya 
manusia, maupun sumber daya keuangan 
yang dapat digunakan untuk keberlangsun
gan pembangunan desa. 

Pengelolaan potensi aset desa ini ada
lah salah satu dari implementasi prinsip 
New Public Management yaitu mengadop
si atau mengembangkan pola manajemen 
sektor swasta. Manajemen sektor swasta 
adalah manajemen yang menekankan pada 
hasil yang dalam hal ini adalah setiap pro
gram dari pemerintah desa harus berori
entasi pada hasil peningkatan pendapatan 
dan pertumbuh an ekonomi desa. Kesadar
an menjaga dan memanfaatkan potensi ke
arifan lokal untuk kesejahteraan ma syarakat 
ini pen ting untuk dimiliki pemerintah desa. 
Adapun sistem pemerintahan yang sentral
istik di masa lalu telah melemahkan dan 
merusak sendisendi kearifan lokal desa. 
Penyataan Panut selaras dengan temuan 
Imawan et al. (2019) dan Jayasinghe et al. 
(2020)  bahwa kearifan ekonomi tradisio
nal desa juga telah musnah dan digantikan 
ekonomi privat yang mengedepankan kapi
talistik dan akumulasi modal. 
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Pada hakikatnya, suatu kebijakan yang 
hanya mengutamakan tingkat pertumbuh
an ekonomi dengan tidak mempedulikan 
kepentingan rakyat akan menumbuhkan 
sistem kapitalisme yang berdampak pada pe
rusakan potensi desa (Imawan et al., 2019). 
Semangat pembangunan Indonesia dari 
desa inilah yang kemudian menjadi filosofi 
penyusunan undangundang tentang desa 
serta menjadikan daerah pedesaan sebagai 
jantung atau pusat pembangunan Indone
sia. Sehingga desa diberikan kewenangan 
dan kesempatan untuk mengelola potensi 
wilayahnya untuk kemajuan dan kesejahte
raan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa 
diharapkan mampu mendorong dan meng
gerakkan ekonomi desa melalui kegiatan ke
wirausahaan desa (Hamidi, 2016). 

Desa merupakan agen pemerintah yang 
langsung bersentuhan dan paling dekat de
ngan masyarakat. Pemerintah desa sebagai 
pelayan dan subjek pembangunan desa ha
rus diberikan keleluasaan untuk menjalan
kan programprogram kesejahte raan. Ada
nya undangundang tentang desa menjadi 
babak baru sistem pemerintahan di Indone
sia. Kedudukan dan relasi desa yang sema
kin kuat meliputi kewenangan, pe rencanaan, 
pembangunan, keuangan, dan demokrasi 
(Casini et al., 2017). Hal ini di sambut baik 
oleh pemerintah desa yang memang sela
ma ini mempunyai keinginan kuat untuk 
berbuat lebih untuk memajukan desanya. 
Apalagi peraturan tersebut dibarengi dengan 
pemberian transfer dana desa yang cukup 
besar berasal dari anggaran peme rintah pu
sat, sesuai filosofi diberikannya dana desa, 
yaitu dana desa diberikan sebagai sarana 
pemerataan pembangunan dan meningkat
kan kesejahteraan masyarakat desa. 

Dasar hukum dan dana desa inilah yang 
menjadi modal dan senjata bagi pemerintah 
desa untuk memajukan dan menyejahtera
kan masyarakat. Undangundang tentang 
desa tersebut menjadi tambahan semangat 
baru bagi pemerintah desa untuk melaku
kan pembangunan dengan mewujudkan visi 
besar, yaitu membangun kemajuan Indone
sia dari desa, yang berarti desa sebagai sub
jek dan garda terdepan dalam menilai keber
hasilan pembangunan nasional (Fukofuka & 
Jacobs, 2018). Berlakunya undangundang 
tersebut menimbulkan konsekuensi kepada 
pemerintah desa untuk mampu mengelola 
dan mempertanggungjawabkan dengan baik 
(Masquefa et al., 2017). Dana desa tersebut 
dapat diperuntukkan bagi pembiayaan pe

ngelolaan potensi kekayaan desa melalui 
lembaga ekonomi di tingkat desa yang ber
bentuk BUMDes sebagai suatu sarana untuk 
memaksimalkan pendapatan desa. Adanya 
dana sebagai modal dalam investasi di lem
baga tersebut diharapkan dapat memberi
kan semangat dan stimulus bagi kemajuan 
dan perkembangan pembangunan ekonomi 
desa. Prioritas pemanfaatan dana desa ter
kait dengan pembangunan harus berdasar
kan potensi yang dimiliki desa dan kebutuh
an masyarakat (Vitasurya, 2016). 

Pemerintah setempat telah memiliki 
satu unit bisnis yang sudah berjalan dan dua 
unit bisnis yang masih dalam proses pendi
rian. Usaha yang sudah berjalan adalah 
warung LA (WarLA) yang bergerak dibidang 
ritel. WarLA adalah program pemerintah ka
bupaten yang disambut baik oleh pemerin
tah desa. Pada awalnya, pemerintah desa 
ingin menjadikan WarLA sebagai toko grosir 
yang menjadi penyetok tokotoko kelontong 
di tingkat desa. Namun ternyata banyak 
kendala yang dihadapi, sehingga gagasan 
tersebut tidak dapat terealisasi. Sedangkan 
dua unit usaha yang baru didirikan oleh pe
merinta desa adalah pusat pelayanan pem
bayaran pajak dan taman wisata edukasi. 
Pendirian taman wisata edukasi dilakukan 
sebagai wujud implementasi pemanfaatan 
kearifan lokal desa. Di taman wisata edukasi 
nantinya akan dipamerkan produkproduk 
khas desa, kesenian asli desa, pengetahuan 
sejarah, dan juga para pengunjung akan 
diberikan kesempatan untuk praktik mem
batik.

Undangundang tentang desa membe
rikan kewenangan dan ruang gerak yang 
luas kepada pemerintah desa untuk meru
muskan, merancang, dan mengatur pemba
ngunan sesuai dengan prioritas kebutuhan 
masyarakat. Otonomi desa adalah otonomi 
utuh dan asli yang tidak serta merta merupa
kan pemberian pemerintah, namun berasal 
dari asal usul dan sejarah berdirinya nega
ra. Sehingga pemerintah harus menghorma
ti dan menghargai otonomi asli yang dimili
ki desa. Adapun bentuk penghormatan dan 
penghargaan tersebut telah dituangkan oleh 
pemerintah melalui penerbitan undangun
dang desa. Dorongan pemerintah daerah ke
pada pemerintah desa agar mengelola poten
si kekayaan desa dan menjadikan dana desa 
sebagai stimulus peningkatan pendapatan 
asli desa melalui pendirian BUMDes juga di
ungkapkan oleh Sutikno bahwa:
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“Sebelum adanya dana desa 
pendapatan asli Desa Talunre
jo hanya dari penerimaan sewa 
tanah desa. Dengan adanya dana 
desa ini kita diperbolehkan un
tuk membangun usaha desa ya
itu sekitar 70% dari dana desa 
bisa kita gunakan untuk pem
bangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Dan 10% dari dana 
desa bisa kita gunakan untuk 
penyertaan modal di BUMDes, lah 
BUMDes inilah unit usaha yang 
kita harapkan dapat menambah 
pendapatan asli desa. Kita sudah 
memiliki satu unit usaha yang 
bergerak di bidang simpan pin
jam, dan untuk tahun ini kita pro
gramkan untuk mendirikan unit 
usaha baru lagi yang rencananya 
bergerak dibidang pangkalan LPG 
dan fotocopy. Pangkalan LPG dan 
fotocopy ini kita lihat sangat po
tensial karena desa kita ini jauh 
dari pusat kota dan juga pasar 
nah LPG ini kan menjadi kebutu
han masyarakat begitu juga foto-
copy untuk para anakanak seko
lah. Sesuai dengan arahan bupati 
bahwa semua desa harus memili
ki BUMDes, jadi dana desa harus 
dianggarkan untuk mendirikan 
BUMDes. Namun memang tidak 
mudah dalam mendirikan BUM
Des, sehingga mungkin ba nyak 
berdiri BUMDes namun tidak ber
jalan lama. Makanya kita juga 
benarbenar menganalisis poten
sipotensi yang kami miliki yang 
bisa kita kembangkan” (Sutikno).

Kebijakan otonomi merupakan suatu 
bentuk pemberian hak dan wewenang kepa
da pemerintah di bawahnya agar dapat me
ngurus dan mengatur rumah tangganya. Ke
bijakan otonomi daerah adalah implementasi 
konsep pembangunan suatu negara yang 
berbasis tingkatan terendah. Dalam struktur 
biokrasi di Indonesia tingkatan yang pa ling 
rendah adalah pemerintah desa. Peran pe
merintah desa dalam pembangunan nasio
nal sangat penting, karena secara langsung 
bangunan tersebut menjadi pondasi kema
juan daerahnya. Walaupun pemerintah desa 
diberikan keleluasaan untuk mengurus ru
mah tangganya sendiri, pemerintah daerah 
tetap memerlukan pendampingan dan peng

awalan dalam proses pembangunan. Hal ini 
karena minimnya pengetahuan pemerintah 
desa dalam merumuskan program prioritas 
terhadap sinergi perencanaan dan kebutuh
an lokal (Clark, 2015). 

Dalam penggunaan dana desa, peme
rintah daerah harus mendampingi dan meng
arahkan prioritas penggunaan nya. Hal ini 
dapat dilakukan dengan membuat beberapa 
kebijakan yang mendukung pelaksanaan
nya. Pertama, memberikan ke sempatan dan 
akses kepada pemerintah desa untuk meng
gali dan memanfaatkan potensi kekayaan 
sumber daya alam agar mampu memaksi
malkan sumber pemasukkan desa. 

Adapun tujuan identifikasi dan optimal
isasi pendapatan merupakan usaha menye
diakan biaya yang dapat digunakan untuk 
membiayai program yang telah ditetapkan 
(Herlianti, 2017). Identifikasi yang tepat 
dapat menyelaraskan sumber pendanaan 
dengan program prioritas pemberdayaan 
masyarakat (Noviyanti et al, 2018). Kedua, 
memberikan bantuan pendampingan, bim
bingan, dan pengawasan dalam pengelolaan 
dana desa. Pemerintah telah mengarahkan 
prioritas pemanfaatan dana desa untuk 
menggali dan mengembangkan segala poten
si kekayaan desa dan peningkatan pendapat
an asli desa yang tertuang dalam peraturan 
bupati tentang prio ritas pemanfaatan dana 
desa. Prioritas dana desa dapat dipergu
nakan untuk membiayai program pemba
ngunan desa dan peningkat an kompetensi 
sumber daya manusia yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas hi dup masyarakat, 
menanggulangi kemiskinan, serta mening
katkan kesejahteraan masyarakat (Masq
uefa et al., 2017). Peme rintah daerah juga 
membuat program satu desa satu BUMDes. 
Dari BUMDes inilah diharap kan desa memi
liki tambahan pendapat an asli desa, karena 
selama ini pendapatan desa hanya bersum
ber dari pendapatan sewa tanah desa (tanah 
bengkok). 

Pernyataan Sutikno sejalan dan mem
perkuat temuan Saputra et al. (2019) dan 
Wahyudi & Pancawati (2018) bahwa peng
gunaan dana desa diperuntukkan bagi pro
gramprogram pemberdayaan dan pemba
ngunan yang berorientasi pada kemajuan 
dan peningkatan pendapatan desa. Sebagai 
usaha memanfaatkan dana desa untuk 
meningkatkan pendapatan asli desa, pe
merintah desa mendirikan unit usaha sim
pan pinjam. Usaha ini tidak hanya murni 
sebagai bisnis, namun juga sebagai usaha 
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pemerintah desa untuk membantu dan me
layani masyarakat yang kesulitan. Hal ini 
dilakukan untuk memberikan kemudahan 
pemberian modal kepada masyarakat un
tuk menciptakan lapangan pekerjaan dan 
mencegah masyarakat terbelit hutang rente
nir. Adapun tujuan atau prioritas utama dari 
pembangun an desa, yaitu untuk meningkat
kan kualitas hidup dan kesejahteraan ma
syarakat. Terlebih salah satu masalah yang 
banyak dikeluhkan oleh pengusaha kecil 
tingkat perdesaan adalah akses untuk mem
peroleh tambahan permodalan atau pinjam
an. Hal ini dikarenakan pengusaha kecil di 
lingkup desa tidak dapat memenuhi per
syaratan administrasi dan jaminan ketika 
akan meminjam di bank (Pothipala et al., 
2021). 

Pernyataan Sutikno juga sejalan de
ngan argumentasi Fukofuka & Jacobs 
(2018) bahwa BUMDes adalah pilar pemba
ngunan ekonomi desa sebagai lembaga yang 
berfungsi sebagai lembaga sosial (social In-
stitution) dan lembaga komersial (commer-
cial institution). Peme rintah desa juga terus 
mengembangkan usa hausaha baru yang 
telah diprogramkan, yaitu dengan mendiri
kan pangkalan LPG dan layanan fotocopy. 
Dua unit bisnis ini dipilih berdasarkan hasil 
pengamatan yang dilakukan oleh pemerin
tah desa. Letak geografis desa yang sangat 
jauh dengan pusat keramaian dan pusat 
perbelanjaan dinilai sangat cocok untuk usa
ha tersebut. Pendirian pengkalan LPG akan 
dapat memenuhi kebutuhan seharihari 
masyarakat, begitu juga dengan layanan 
fotocopy yang akan memenuhi kebutuhan 
para siswa, sesuai dengan prinsip New Pu-
blic Management dalam pengelolaan keuang
an, pemerintah harus membuat standar dan 
pengukuran yang jelas, se hingga segala pro
gram yang akan dijalankan harus dianalisis 
dan dirancang dengan baik. 

Pada sisi lainnya, Birskyte (2019) me
nyatakan bahwa unit usaha yang didirikan 
harus memiliki ciri khas, keunggulan kom
petitif, dan sesuai kebutuhan pasar agar 
dapat memberikan hasil yang signifikan. 
BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan 
masyarakat dan potensi yang dimiliki desa 
dalam usaha memaksimalkan perekonomian 
desa (Gao, 2021). Kendati kebijakan tentang 
BUMDes telah dirancang dan diimplemen
tasikan sejak tahun 2010, BUMDes pada 
kenyataannya belum berjalan maksimal dan 
tidak mampu berkembang dengan baik. Se
hingga pemerintah desa harus benarbenar 

dapat mengukur dan menganalisis segala 
potensi yang mampu dikembangkan dan di
anggap berkelanjutan. Temuan ini sejalan 
dengan penelirian Dissanayake et al. (2020) 
bahwa dalam mendirikan dan membentuk 
BUMDes, diperlukan data atau informasi 
yang akurat dan relevan terkait dengan po
tensi, peluang pasar, karakteristik, budaya, 
dan kearifan lokal dari desa tersebut.

Terbitnya UU Desa merupakan usaha 
pemerintah pusat dalam memberikan pe
ran dan posisi penting bagi desa sebagai 
penentu keberhasilan pembangunan nasio
nal. Pemerintah desa telah diberikan modal 
usaha berupa dana desa untuk mengelola 
potensi kekayaan desa. Selama ini, pemerin
tah desa dalam menjalankan program terus 
bergantung dengan dana transfer dari pe
merintah di atasnya yang sudah ditentukan 
pengunaannya. Sehingga adanya dana desa 
yang berasal dari transfer anggaran peme
rintah pusat dapat dipergunakan sebagai 
modal usaha atau penyertaan modal untuk 
meningkatkan kemandirian desa di bidang 
keuangan desa. Pemerintah desa turut me
nilai adanya dana desa sebagai perangsang 
atau pemacu kinerja dalam meningkatkan 
pendapatan asli desa. Heni mengungkapkan 
bahwa:

“Kalau dulu pendapatan asli desa 
hanya dari swadaya masyarakat 
dan hasil pendapatan sewa tanah 
desa, hasil sewa tanah ini 3 tahun 
sekali karena yang menyewa ada
lah perusahaan untuk pendirian 
pabrik. Sejak tahun 2015 peme
rintah desa diberikan dana desa 
yang setiap tahunnya mengalami 
peningkatan, awalawal nilainya 
dibawah 1 milyar kalau sekarang 
sudah lebih 1 milyar. Dana desa 
ini bertujuan untuk merangsang 
pemerintah desa agar membuat 
programprogram yang dapat 
menambah penghasilan desa un
tuk membiayai kegiatannya. Desa 
sedayulawas sejak tahun 2017 
telah menganggarkan 50100 juta 
untuk penyertaan modal BUM
Des yang bergerak di perdagangan 
umum dan supplier air bersih ke 
perusahaanperusahaan yang ada 
disekitar sini. Sehingga mulai ta
hun 2017 pendapatan asli desa 
ada peningkatan kalau tahun ini 
PADnya 70 juta ini diluar hasil 
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sewa tanah desa. Untuk program 
tahun 2021 ini Desa Sedayula
was merencanakan pendirian unit 
usa ha baru disektor wisata. Pe
merintah desa akan terus berusa
ha mengalih potensipotensi desa 
yang bisa dimanfaatkan dan bisa 
menambah pendapatan asli desa 
mumpung modalnya ada, harus 
kita manfaatkan dengan baik un
tuk kesejahteraan masyarakat 
juga” (Heni).

Diterbitkannya Undangundang No 
6/2014 dan PP No. 47/2015 dimaksudkan 
agar desa lebih mandiri, otonom, kreatif, dan 
inovatif dalam mengelola sumber daya yang 
dimiliki. Sesuai yang diungkapkan oleh Fah
mid et al. (2020) bahwa pembangunan desa 
merupakan program pembangunan yang 
mengarah pada perwujudan kemandirian 
desa. Pembangunan desa yang dilakukan 
secara terencana dan berkelanjutan men
jadi tujuan utama dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan dana desa yang diharapkan 
dapat mendorong dan mewujudkan keber
hasilan pembangunan nasional (Hendrick 
& Wang, 2018). Desa sebagai daerah yang 
otonom diberikan hak dan kewenangan 
yang istimewa, antara lain terkait penge
lolan keuangan dan aset desa. Pemerintah 
desa juga diberikan hak untuk mengelola 
dan memaksimalkan pengelolaan potensi 
kekayaan sumber daya yang ada, sehingga 
dapat memaksimalkan perolehan pendapa
tan desa untuk program pembangunan dan 
kesejahteraan rakyat. Luasnya peran yang 
diberikan kepada desa mengharuskan desa 
untuk memperoleh sumber pembiayaan 
dan pendanaan yang bisa digunakan un
tuk membiayai program dan kegiatan yang 
direncanakan, se hingga sangat penting pe
merintah desa untuk dapat mengoptimal
kan pendapatan desa. Jika pendapatan desa 
dapat ditingkatkan, maka desa akan mandi
ri dalam membiayai program pemberdayaan 
dan pembangunan. 

Dalam usaha meningkatkan kesejahte
raan masyarakat, undangundang tentang 
desa memberikan suatu solusi atau instru
men yang dapat digunakan bagi desa untuk 
melakukan kegiatan peningkatan ekonomi 
melalui pendirian BUMDes (Alawattage et 
al., 2019). Ahmad et al. (2021) berpendapat 
bahwa badan usaha miliki desa perlu dikelo
la secara kelembagaan agar dapat mengem
bangkan dan menggerakkan ekonomi krea

tif yang mendukung pertumbuhan ekonomi 
masyarakat desa. Kewenangan yang begitu 
besar termasuk dalam pengelolaan keuang
an desa mendorong pemerintah desa untuk 
lebih kreatif dan inovatif dalam merancang 
dan menjalankan program pembangunan 
desa. Pemerintah desa harus mampu me
manfaatkan keuangan desa untuk pem
bangunan dan penggalian sumbersumber 
pemasukkan keuangan desa. Keunggulan 
inovasi dan teknologi berguna bagi pening
katan kesejahteraan manusia. Hal ini sangat 
berkaitan dengan tujuan utama diberikan
nya dana desa, yaitu untuk menanggulang i 
kesenjangan pembangunan antar desa, me
majukan ekonomi desa, menekan angka 
kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan 
publik.

Desa yang dikelola Heni sejak tahun 
2015 telah mendapatkan dana desa, namun 
baru dapat memanfaatkannya untuk mem
buka unit usaha pada tahun 2017. Usaha 
yang didirikan bergerak di bidang penye
diaan air bersih untuk pabrikpabrik yang 
ada di sekitar desa. Pemerintah desa juga 
masih akan mengembangkan potensi desa 
di sektor wisata. Hal ini sesuai dengan pe
nelitian temuan Fitriyani et al. (2018) dan 
Saputra et al. (2019) bahwa dana desa dapat 
meningkatkan pendapatan desa melalui pro
gramprogram pemberdayaan dan pemba
ngunan potensi sumber daya yang dimiliki 
desa. Apalagi pada tahun 2021, pemerintah 
desa memperoleh dana desa paling tinggi 
sekabupaten dan memperoleh penghar
gaan desa mandiri peringkat pertama seka
bupaten. Penghargaan dan perolehan dana 
desa tersebut menjadi motivasi dan seman
gat baru bagi pemerintah desa dalam upaya 
meningkatkan pembangunan dan memaksi
malkan pendapatan desa. Hal ini dilakukan 
untuk mendukung kebijakan desentralisasi 
kewenangan yang diberikan kepada desa. 
Oleh karena itu, pemerintah desa perlu ter
us meningkatkan pemanfaatan dan pengem
bangan semua potensi sumber daya ekonomi 
yang dimiliki untuk menciptakan sumber 
pemasukan desa. 

Pemberdayaan ekonomi desa perlu di
tingkatkan, karena pertumbuhan ekonomi 
di pedesaan dinilai sangat lambat diban
dingkan perkotaan. Salah satu solusi yang 
bisa dilakukan oleh desa dalam mengejar 
keter tinggalan adalah dengan mendorong 
gerakan pembangunan ekonomi masyarakat 
melalui kewirausahaan (Chepik & Chepik, 
2019). Kewirausahaan desa dapat terwadahi 



Imawan, Ninik, Transformasi Tata Kelola Dana Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Desa  701

dalam lembaga bisnis desa berupa BUMDes 
yang didirikan melalui musya warah desa dan 
selanjutnya dikelola secara kolektif de ngan 
tujuan utama memaksimalkan pendapatan 
desa dan pendapatan masyarakat. Desmond 
(2016) berpendapat bahwa untuk memak
simalkan pendapatan desa, BUMDes se
bagai instrumen penting harus berperan 
untuk memperkuat otonomi desa. Hal yang 
sama diungkapkan oleh  Satriajaya et al. 
(2017) bahwa pembentukan BUMDes dinilai 
dapat membawa dan memperbaiki tatanan 
ekonomi menuju kemajuan desa. 

Sebagai salah satu instrumen dalam 
mewujudkan kesejahteraan, BUMDes didi
rikan atas landasan komitmen kolektif dan 
gotong royong untuk membangun kekuatan 
ekonomi demi terciptanya kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat. Namun, peme
rintah desa sering menemukan kendala keti
ka akan membentuk atau mendirikan BUM
Des, seperti tidak tersedianya sumber daya 
manusia yang kompeten, ketidakmampuan 
memetaka potensi usaha, ketidakpahaman 
dalam memulai pendirian BUMDes, dan ti
dak dimilikinya kompetensi dalam menyu
sun persyaratan administrasi. 

Konsep pembangunan perdesaan 
memiliki tiga sasaran penting, yaitu terkait 
pengganguran, kemiskinan, dan ketimpang
an. Apabila ketiga hal tersebut mengalami 
angka penurunan, maka dapat dikatakan 
bahwa pembangunan tersebut sukses. Na
mun sayangnya, kenyataan yang ada saat 
ini masih menunjukkan kesenjangan atau 
gap pembangunan antara perkotaan dengan 
perdesaan, sehingga wilayah perdesaan dari 
segi pembangunan baik fisik maupun sum
ber daya manusia masih tertinggal sangat 
jauh. Oleh karena itu, dengan adanya dana 
desa, fokus dan perhatian pemerintah meng
arah pada bagaimana cara daerah pedesaan 
untuk mengejar ketertinggalan pembangun
an dari daerah perkotaan. 

Peningkatan pendapatan desa per
lu terus ditingkatkan karena dengan pe
ningkatan PADes akan berdampak pada 
kemajuan pembangunan dan kesejahter
aan masyarakat. Dana desa yang setiap 
tahun bertambah harus digunakan untuk 
programprogram produktif yang mampu 
menambah sumbersumber pendapatan 
desa. Mudzakir mengungkapkan menjelas
kan adanya dana desa dalam kutipan beri
kut ini:

“Sumber pendapatan asli desa se
belum adanya dana desa itu dari 
pendapatan sewa tanah desa. se
karang dengan adanya dana desa 
kita bisa membuat BUMDes, wa
laupun nominal yang kita ang
garkan masih sangat kecil, seki
tar 3%. Desa Datinawong punya 
satu BUMDes, tetapi jenis usaha
nya banyak yaitu pamsimas, pe
ngadaan air bersih, SPP (Simpan 
Pinjam), warlah, kemudian di ta
hun 2022 kita rencanakan mendi
rikan TPS 3R (Tempat Pengelolaan 
Sampah), sampah itu akan dikelo
la sebaik mungkin, kalau memang 
bisa dijadikan pupuk orga nik, 
kemudian kalo tidak bisa baru 
kita buang di TPA. Presentase ke
naikan PAD sekitar 10% yang dulu 
hanya dari sewa tanah, sekarang 
ada tambahan dari hasil usaha 
BUMDes. Dari adanya kenaikan 
PADes ini juga berdampak pada 
pembangunan infrastuktur desa 
dan pemberdayaan masyarakat. 
Jadi dengan adanya dana desa 
ini sangat positif untuk menun
jang kinerja pemerintah desa da
lam meningkatkan perekonomian 
dan kesejahteraan masyarakat” 
(Mudzakir).

Tujuan diberikannya transfer dana 
desa dari anggaran pemerintah pusat adalah 
agar dapat dipergunakan oleh pemerintah 
desa untuk pembangunan yang mengarah 
pada terwujudnya kemajuan dan kemandi
rian desa (Purnamawati & Adnyani, 2019). 
Pembangunan desa secara masif yang men
jadi prioritas utama pengelolan dana desa di
harapkan mampu mendorong keberhasilan 
pembangunan nasional (Hendrick & Wang, 
2018). Undangundang desa telah membe
rikan amanat dan tugas kepada pemerin
tah desa agar mampu mandiri dan kreatif 
dalam mengelola sumber daya yang dimili
ki, baik itu pengelolaan keuangan maupun 
kekayaan atau aset desa. Sedangkan sesuai 
dengan UU No 32/2004 yang menjelaskan 
bahwa pemerintah desa dalam usaha me
majukan dan meningkatkan perekonomian 
masyarakat desa dapat membentuk lemba
ga usaha desa, sebagaimana BUMDes yang 
mengelola potensi aset desa. Pemerintah 
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desa yang dikelola Mudzakir telah mendiri
kan beberapa unit usaha sebagai bentuk im
plementasi undangundang yang dihimpun 
dalam BUMDes, yaitu pamsimas, pengadaan 
air bersih, warung LA (WarLA) dan lembaga 
simpan pinjam. 

Pemerintah desa akan merencanakan 
pendirian usaha baru, yaitu TPS 3R sebagai 
hasil pembacaan potensi dan peluang yang 
ada. Pemerintah desa juga menilai bahwa ke
berhasilan dan kesuksesan dalam usaha da
lam meningkatkan kesejahteraan dan pen
ingkatan pendapatan desa bergantung pada 
tingginya sumber daya manusia yang mau 
terlibat/berpartisipasi. Temuan ini se suai 
dengan ungkapan Swandewi (2018), bahwa 
salah satu faktor pendukung kesuksesan 
pembangunan desa adalah tingginya partisi
pasi masyarakat, baik pada saat musyawa
rah desa maupun saat pelaksanaan program 
desa. Partisipasi masyarakat sangat penting, 
khususnya dalam mengidentifikasi perma
salahan dan menggali potensi yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat (Phiri & Gu
venUslu, 2018). 

Pemerintah desa hakikatnya hanya 
sebagai pemberi fasilitas dan mendukung 
dari segi permodalan, sehingga keterlibatan 
masyarakat menjadi sangat penting untuk 
menyukseskan dan mewujudkan pemba
ngunan dan pemberdayaan. Masyarakat 
pedesaan saat ini memiliki posisi sentral da
lam pembangunan nasional. Adanya dana 
desa membuat masyarakat menjadi pelaku 
utama yang harus berkontribusi dan me
nentukan keberhasilan pembangunan desa 
(Fahmid et al., 2020). Harman & Falk (2016) 
berargumentasi bahwa pembangunan dapat 
dilakukan dengan cara memberdayakan 
masyarakat untuk mengembangkan ka
pasitas dan kemampuan memobilisasi dan 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 
untuk meningkatkan kualitas hidup ma
syarakat. 

Pemerintah desa juga menjelaskan 
bahwa pembangunan fisik infrastruktur 
juga sangat penting untuk peningkatan 
pendapat an masyarakat desa. Contohnya, 
dengan adanya pembangunan akses jalan 
menuju persawahan penting dilakukan un
tuk mempermudah dan memberikan akses 
bagi masyarakat petani dalam mengangkut 
hasil panennya. Selama ini, petani sa ngat 
kesulitan untuk mendistribusikan hasil 
panennya, karena tidak adanya akses jalan 
atau bahkan jalan yang tersedia sangat ti
dak layak. Sehingga memang dana desa ti

dak seluruhnya digunakan untuk pendirian 
unitunit usaha, namun tetap lebih banyak 
dianggarkan untuk pembangunan fisik. Hal 
ini berbanding terbalik dengan apa yang di
ungkapkan oleh Clark (2015) dan Putra & 
Muliati (2020) bahwa dana desa yang ha nya 
digunakan untuk program pembangunan 
infrastruktur fisik tidak mampu mengarah 
pada usaha mewujudkan kemandirian desa 
dan perbaikan kehidupan masyarakat. 

Chawla (2021) menemukan bahwa 
pembangunan infrastruktur tidak dapat 
dirasakan oleh masyarakat pedesaan secara 
luas dan berkelanjutan. Selain itu, Fahmid et 
al. (2020) dalam penelitiannya menjelaskan 
bahwa infrastruktur saja belum cukup un
tuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat, karena peningkatan pendapat
an masyarakat lebih penting dilakukan de
ngan mendorong peningkatan ekonomi desa. 
Hal ini hanya bisa dilakukan dengan melaku
kan pemberdayaan masyarakat dalam ber
bagai kegiatan ekonomi desa. Pembangunan 
melalui pemberdayaan merupakan suatu 
kebijakan yang strategis untuk menciptakan 
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 
desa. Pemberdayaan masyarakat sangat 
penting untuk meningkatkan perekonomian 
melalui peningkatan kapasitas masyarakat 
desa. Kapasitas dan aktivitas masyarakat 
yang meningkat diharapkan mampu men
dorong mewujudkan desa mandiri dengan 
mendirikan badan usaha ekonomi di desa. 
Pemerintah desa telah menganggarkan dana 
desa sebagai penyertaan modal usaha hanya 
sekitar 3% dari total dana desa. Walaupun 
masih sangat kecil yang digunakan untuk 
modal, hasil yang diperoleh dari usahausa
ha tersebut meningkat sekitar 10% dari 
pendapatan desa sebelumnya. Peningkatan 
PAD tersebut dapat digunakan sebagai tam
bahan dana untuk pembangunan dan pem
berdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana 
desa yang dilakukan oleh pemerintah desa 
mampu meningkatkan pendapatan desa 
yang dapat digunakan untuk membiayai 
program desa, sehingga informasi ini se
suai dan memperkuat temuan Saputra et al. 
(2019) dan Wahyudi & Pancawati (2018).

Pembangunan merupakan salah satu 
hal terpenting bagi pemanfaatan dana desa 
yang bertujuan untuk membangun ke
mandirian desa. Optimalisasi pengelolaan 
dana desa berorientasi pada penurunan ang
ka kemiskinan, meningkatkan pendapatan 
desa, pemerataan pembangunan antardesa, 
serta meningkatkan pelayanan masyarakat. 
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Dengan adanya dana desa, pospos sumber 
pendapatan asli desa bisa bertambah, kare
na dana desa sangat memungkinkan digu
nakan untuk mendirikan unitunit usaha 
desa. Pemerintah daerah juga mendorong 
adanya kerja sama antardesa untuk mendi
rikan usaha bersama. Sinergi antardesa 
tersebut perlu dilakukan agar lembaga usa
ha yang mereka dirikan dapat berkembang 
dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan 
yang ungkapkan oleh Amiruddin sebagai 
berikut.

“Pendapatan asli desa sangat kecil 
dan terkadang bahkan tidak ada. 
Dana desa ini sangat membantu 
pemerintah desa termasuk da
lam membangun sumbersumber 
pendapatan asli desa. pemerintah 
desa terus didorong oleh pemer
intah daerah untuk mendirikan 
BUMDes, bahkan ada program 
dari pemerintah daerah, yaitu 
BUMDesma (BUMDes Bersama), 
ini agar antardesa itu bekerja 
sama membuat unit usaha. Nah 
ini upaya untuk meningkatkan 
pendapatan asli desa, tetapi me
mang desa harus kreatif dan in
ovatif agar unit usaha yang di
dirikan bisa berkelanjutan, ini 
penting. Pendapatan asli desa ada 
kenaikan dari sebelum dan sesu
dah adanya dana desa. ini kare
na ada pospos pendapatan baru, 
yaitu dari keuntungan BUMDes” 
(Amiruddin).

Pernyataan Amiruddin menunjukkan 
bahwa pemerintah desa menyambut posi
tif adanya dana desa yang diberikan setiap 
tahunnya, bahkan saat ini telah meningkat 
hampir melebihi satu miliar rupiah. Besar
nya nilai dana desa yang di transfer ke pe
merintah desa harus benarbenar diman
faatkan dengan baik. Sekaligus menuntut 
ketelitian dan kehatihatian dalam penge
lolaan keuangannya agar dapat mencapai 
tujuan dan harapan pemerintah pusat dan 
masyarakat (Purnamawati & Adnyani, 2019). 
Memang pada awalnya, banyak pemerintah 
desa yang gagap dan tidak siap. Namun se
iring berjalannya waktu, pemerintah desa 
terus didorong untuk bisa memanfaatkan 
dana desa untuk mengembangkan potensi 
kekayaan desa. Pemerintah daerah juga ha
rus terus mendorong dan ikut andil dalam 

mendampingi pengelolaan dan pemanfaatan 
dana desa. 

Dalam upaya memperkokoh peme
rintah desa, pemerintah daerah perlu men
dukung dan memperkuat melalui kebijakan 
atau peraturan daerah. Pertama, memberi
kan kewenangan dan akses bagi desa untuk 
menggali dan memanfaatkan potensi sum
ber daya alam sebagai sumber pendapat
an desa. Kedua, memberikan bantuan dan 
pendampingan kepada desa terkait peman
faatan keuangan sesuai dengan peraturan 
yang ada. Ketiga, memfasilitasi peningkat
an kapasitas kepada aparat desa dan kom
ponen masyarakat yang terkait melalui koor
dinasi, bimbingan, dan pengawasan. Banyak 
program pemerintah daerah yang bertujuan 
untuk mendorong dan memotivasi pemerin
tah desa untuk mewujudkan kemandirian 
desa di sektor keuangan. 

Pemerintah daerah juga membuat pro
gram BUMDesma, di mana pemerintah desa 
didorong untuk bekerja sama dalam mendi
rikan usaha. Hal ini memperlihatkan pent
ingnya sinergi usaha antardesa agar tidak 
terjadi tumpang tindih dan bisa samasama 
berjalan. Pendirian BUMDes bertujuan un
tuk menampung dan menggerakkan kegiat
an ekonomi dan pelayanan umum yang 
pe ngelolaannya dilakukan secara kolektif 
atau bisa dilakukan atas kerja sama an
tardesa. Artinya, antardesa dapat berko
laborasi untuk membentuk badan usaha 
bersama yang dikelola secara profesional. 
Pendirian BUMDes diyakini dapat mening
katkan ke sejahteraan masyarakat. Imawan 
et al. (2019) dan Nugrahaningsih et al. (2016) 
mengungkapkan bahwa terdapat empat tu
juan utama dalam pendirian BUMDes, yaitu 
mengoptimalkan pengelolaan potensi desa, 
memaksimalkan pendapatan desa, mening
katkan pertumbuhan ekonomi desa, dan 
menjadi tulang punggung pemerataan desa.

Pendapatan asli desa ini mengalami 
kenaikan setelah adanya dana desa, yang 
dinilai karena terdapat modal yang bisa di
gunakan untuk menciptakan pospos baru 
pendapatan desa. Pernyataan yang diung
kapkan oleh pemerintah desa memperkuat 
temuan Saputra et al. (2019) dan Wahyu
di & Pancawati (2018) bahwa pengelolaan 
dana desa yang digunakan untuk program 
pemberdayaan dan pembangunan dapat 
meningkatkan pendapatan dan kemajuan 
desa. Dengan diterimanya dana desa, ma
syarakat sangat berharap kepada pemerin
tah desa agar programprogram yang me



704    Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, Hlm 689-710

manfaatkan dana desa dapat diarahkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
pembangunan menuju desa mandiri (Wang 
& Li, 2018). Komponen penting yang dinilai 
mampu untuk meningkatkan pendapatan 
desa dan juga kesejahteraan masyarakat 
adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan 
potensi kekayaan desa. Usaha tersebut bisa 
dilakukan lewat pembentukan badan usaha 
milik desa. 

Temuan ini selaras dengan penelitian 
Gao (2021) bahwa keberadaan BUMDes 
dapat memaksimalkan perolehan pendapat
an desa serta bermanfaat cukup besar bagi 
kesejahteraan masyarakat. Namun hasil 
penelitian di atas berbeda dengan peneli
tian Fukofuka & Jacobs (2018) bahwa ke
beradaan lembaga usaha milik desa, atau 
BUMDes dinilai belum dapat memberikan 
dampak terhadap peningkatan pendapatan 
desa ataupun kesejahteraan masyarakat. 
Perbedaan penelitian tersebut sangat wa
jar karena memang sampai saat ini peme
rintah desa masih dalam tahapan merintis 
dan membangun. Dalam proses ini, BUM
Des yang dibentuk dan dibangun mungkin 
belum seluruhnya berjalan dan menghasil
kan keuntungan. Namun pemerintah desa 
dan pemerintah daerah terus melakukan 
evaluasi dan perbaikan untuk keberlanjutan 
dan kemajuan BUMDes. Kemajuan BUMDes 
menjadi ukuran kesuksesan pemerintah 
dalam memanfaatkan potensi sumber daya 
yang ada.

Berdasarkan dari beberapa informasi 
dan beberapa kepala desa tersebut, terdapat 
keseriusan baik dari pemerintah daerah mau
pun pemerintah desa dalam upaya mening
katkan pendapatan asli desa. Keseriusan 
tersebut tercermin dari peraturan bupati 
tentang prioritas pengunaan dana desa yang 
secara jelas diperuntukkan untuk mening
katkan pendapatan asli desa. Peme rintah 
desa juga menyambut baik kebijakan terse
but dan menyadari pentingnya pendapat an 
asli desa untuk membiayai programpro
gram desa. Tingginya perolehan pendapatan 
desa menjadi salah satu bukti kemandirian 
desa dalam mengelola dan mengoptimalkan 
potensi kekayaan aset desa demi memenuhi 
kebutuhan belanja dan membiayai program 
desa (Diab & Metwally, 2019). Implikasinya 
besarnya jumlah pendapatan asli desa yang 
diterima dapat mengurangi ketergantung
an pemerintah desa terhadap dana trans
fer dari pemerintah di atasnya dalam mem
biayai programprogram desa. Sebaliknya, 

jika pendapatan asli desa rendah, maka ke
tergantungan pemerintah desa dalam mem
biayai programprongam yang dirancang ter
hadap dana dari pemerintah di atasnya akan 
sangat tinggi. Dengan demikian, pemerintah 
desa tidak akan dapat leluasa dan bebas 
merancang programprogram pembangunan 
desa. 

Pemerintah desa harus mengoptimal
kan sumber pemasukkan desa agar mampu 
membiayai program pelayanan publik, pem
berdayaan, dan pembangunan (Shou, 2015). 
Harun et al. (2021) mengungkapkan bahwa 
adanya hubungan yang sangat signifikan 
antara besarnya jumlah pemasukkan asli 
desa dengan kemajuan pelayanan dan pem
bangunan desa. P emerintah desa harus be
rusaha dan fokus dalam me ngelola dan me
maksimalkan sumbersumber pemasukkan 
asli desa. 

Dalam upaya mendukung program ke
bijakan otonomi desa, diperlukan pengem
bangan potensi sumber daya ekonomi yang 
ada di desa sebagai sumber pendapatan 
asli desa. Pengelolaan aset atau kekayaan 
desa dapat dimaknai sebagai upaya untuk 
menambah sumbersumber pemasukan 
desa (Saputra et al., 2019). Untuk mencip
takan potensi sumber daya ekonomi terse
but, perlu adanya kolaborasi, sinergi, dan 
keaktifan dari semua pihak, baik itu peme
rintah desa, pemerintah daerah, dan juga 
masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah 
telah membe rikan keleluasaan yang cukup 
besar kepada pemerintah desa agar kreatif 
dan inovatif dalam mengelola segala poten
si aset desa yang dimiliki. Hal ini sesuai de
ngan teori New Public Management bahwa 
sistem manajemen sektor publik yang kaku 
birokratis dan hierarkis harus diubah men
jadi sistem manajemen yang fleksibel dan 
mengakomodasi semua pihak. 

Peningkatan pemasukan desa akan 
berdampak juga pada kemajuan dan pe  
ningkatan pembangunan desa. Sehingga 
pada hakikatnya, pemba ngunan wilayah 
pedesaan merupakan wujud atau usaha 
membangunan Indonesia dari pinggiran. 
Keberhasilan dalam peningkatan aset dan 
pendapatan asli desa sangat pen ting untuk 
mendukung kemajuan pemba ngunan dan 
pemberdayaan sumber daya manusia yang 
mampu mengembangkan potensi sumber 
daya ekonomi yang dimiliki. Keberhasilan 
dalam meningkatkan pemasukan desa mem
butuhkan peran dan strategi yang tepat dari 
pemerintah desa untuk meng atur dan me
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manfaatkan potensi kekayaan desa. Penge
lolaan potensi kekayaan desa harus dikelola 
secara terbuka, akuntabel, dan berkeadilan 
agar dapat meningkatkan perekonomian 
desa (Harun et al., 2021). Selain itu, faktor 
yang mendukung keberhasilan program pe
merintah dalam usaha memajukan ekonomi 
masyarakat, yaitu keterlibatan dan keak
tifan masyarakat dalam pelaksanaan pro
gramprogram desa. Temuan ini sesuai hasil 
penelitian Phiri & GuvenUslu (2018) dalam 
hal keterlibatan dan keaktifan masyarakat 
menjadi faktor dan kunci penting dalam ke
berhasilan pembangunan karena mereka 
yang lebih memahami kebutuhannya.

BUMDes adalah lembaga bisnis desa 
yang berfungsi untuk memacu gerakan 
ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan 
kekayaan yang dimiliki demi mewujudkan 
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 
Desa dengan BUMDes yang sudah berjalan 
baik sebagian besar telah menjadi desa 
mandiri yang mampu meningkatkan ke
sejahteraan masyarakat. Kemandirian desa 
bisa dilihat dari bagaimana desa membuat 
program yang dibiayai menggunakan dana 
yang berasal dari pendapatan asli desa. Sum
bersumber keuangan desa yang dapat dia
lokasikan untuk membiayai program pem
bangunan, salah satunya adalah dana yang 
berasal dari pendapatan asli desa (Saputra 
et al., 2019). Selain itu, Yao (2018) menya
takan bahwa perlu dilakukan penguatan 
kompetensi aparatur desa sebagai pengelola 
dan pengguna keuangan desa, khusus nya 
dalam memaksimalkan pendapatan desa 
untuk kesejahteraan masyarakat. Namun 
banyak juga pemerintah desa yang masih 
belum mampu mengelola BUMDes dengan 
baik. Adapun permasalahan yang dihadapi, 
yaitu aparatur pemerintah desa yang tidak 
memiliki kompetensi dalam merancang dan 
merumuskan program utama yang sesuai 
dengan prioritas kegunaan dana desa dan 
kurangnya pengetahuan aparat desa terkait 
pemetaan potensi peluang usaha desa. 

Dalam usaha mewujudkan kemajuan 
pembangunan, salah satu solusi atau alter
natif yang bisa diupayakan oleh pemerintah 
yaitu dengan cara mengelola potensi yang 
ada sebagai sumber pemasukan asli desa. 
Pengelolaan potensi dengan strategi yang te
pat akan menghasilkan output yang maksi
mal dan berkelanjutan, yaitu dengan strate
gi yang mampu mengarah pada sasaran 
yang telah ditetapkan melalui perencanaan, 
penetapan anggaran, dan implementasi pro

gram. Untuk mencapai sasaran strategi yang 
telah ditetapkan, perlu dilakukan beberapa 
hal, seperti identifikasi potensi, inventarisa
si aset, pengelolaan informasi, manajemen 
aset, pengendalian, pengawasan, dan par
tisipasi masyarakat. Adanya keunggul an 
komparatif dari sumber daya alam potensi
al ini ke depannya akan dapat dikelola dan 
dimanfaatkan oleh sumber daya manusia 
agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Par
tisipasi dan peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan keputusan juga berpe ran da
lam meningkatkan pendapatan desa. Ses
otyaningtyas & Manaf (2015) dan Ton (2017) 
berargumentasi bahwa partisipasi dan pe
ran aktif masyarakat sebagai subjek pem
bangunan merupakan strategi penting yang 
harus dilakukan untuk keberhasilan pem
bangunan. Kemudian agar semua sumber 
daya yang ada dapat dimanfaatkan de ngan 
maksimal, diperlukan sistem tata kelola 
yang dapat mengatur semuanya. Pemerintah 
desa perlu membuat peraturan yang menga
tur terkait pengelolaan potensi sumber daya 
yang dimiliki agar pemanfaatannya dapat 
sesuai visi pembangunan dan tidak malah 
merusak tatanan desa. 

Komponen pendapatan asli desa terdi
ri dari hasil keuntungan usaha milik desa, 
hasil pemanfaatan aset/kekayaan desa, 
partisipasi dan swadaya masyarakat, go
tong royong atau iuran masyarakat, dan 
pendapatan desa lain yang sah. Di samping 
pemasukan asli desa tersebut, pemerintah 
desa juga memperoleh dana yang berasal 
dari transfer pemerintah pusat, yaitu dana 
desa. Menurut undangundangg desa, dana 
desa dapat dipergunakan untuk mengelola 
kekayaan milik desa demi mewujudkan pe
ningkatan pendapatan keuangan asli desa. 
Implementasi UU Nomor 6/2014 tentang 
desa adalah suatu babak baru dalam usa
ha meningkatkan kemandirian pemerintah 
desa (Pangayow & Patma, 2021). Menurut 
Saputra et al. (2019), dalam rangka penye
lenggaraan otonomi desa, dana desa dapat 
dipergunakan oleh pemerintah desa untuk 
mengusahakan peningkatan dan pengem
bangan potensi kekayaan desa, baik ter
hadap sumber daya alam maupun sumber 
daya manusia. Otonomi yang diberikan pe
merintah pusat dimaksudkan agar peme
rintahan desa dapat berkontribusi dan ber
peran aktif dalam mewujudkan keberhasilan 
pembangunan dan kemajuan bangsa. Dana 
desa juga dapat dimaknai sebagai stimulus 
untuk mewujudkan kemandirian desa da
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lam hal keuangan/pendanaan. Konsep oto
nomi sebagai pendekatan baru dalam sistem 
pemerintahan Indonesia diharapkan dapat 
membangkitkan dan mendorong pening
katan kondisi perekonomian desa. Hal ini 
bertujuan untuk memaksimalkan pendapat
an asli desa dan perbaikan ekonomi ma
syarakat (Beuermann & Amelina, 2018). 
Dana desa memiliki kedudukan yang sangat 
potensial dan strategis untuk dapat menun
tut pemerintah desa agar mengelola dan 
memanfaatkannya dengan baik dan bijak 
sesuai peraturan demi mewujudkan kese
jahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan, 
dan peningkatan pendapatan desa (Lassou 
et al, 2018). 

Undangundang desa memberikan ka
bar baik dan angin segar kepada pemerintah 
desa, karena memberikan kedudukan dan 
kedaulatan secara utuh bagi desa dalam 
sistem pembangunan nasional. Dengan kele
luasaan yang diberikan untuk merancang 
dan mengatur rumah tanggannya, pemerin
tah desa harus mampu merencanakan dan 
menyelenggarakan pembangunan secara 
baik dan mandiri. Dalam upaya mewujudkan 
desa mandiri, kuat, dan maju, diperlukan 
adanya komitmen dan semangat bersama 
dari semua pihak dalam menggerakkan dan 
mengembangkan potensi desa (Mookherjee, 
2014). Komitmen bersama dalam mengge
rakkan perekonomian desa perlu dilakukan 
dengan cara membentuk lembaga ekonomi 
desa. Pemanfaatan dana desa dimaksudkan 
untuk menggali dan menciptakan potensi 
ekonomi yang dapat dikembangkan secara 
berkelompok melalui lembaga ekonomi desa 
(Nugrahaningsih et al., 2016). 

Lembaga ekonomi desa menurut un
dangundang desa adalah badan usaha mi
lik desa (BUMDes) yang didirikan pemerin
tah desa bersama masyarakat dengan modal 
yang sebagian atau seluruhnya dimiliki desa 
melalui program penyertaan modal langsung. 
Dalam undangundang desa dijelaskan bah
wa BUMDes merupakan salah satu usaha 
untuk menyejahterahkan masyarakat desa 
dengan cara mendayagunakan segala po
tensi yang ada, baik ekonomi, sumber daya 
alam, maupun sumber daya manusia. Se
dangkan tujuan pendirian BUMDes menurut 
Permendes No. 4 Tahun 2015 adalah se
bagai salah satu satu instrumen peningka
tan pendapatan masyarakat dan pemasukan 
asli desa. Pada prinsipnya, keuntungan yang 

dihasilkan BUMDes dapat memberikan pe
masukan bagi desa dan meningkatkan kua
litas hidup masyarakat (Kyng et al., 2021). 
Keberadaan BUMDes yang dikelola secara 
kolektif tidak hanya akan berdampak posi
tif pada peningkatan asli desa saja, namun 
juga dapat memberikan perluasan lapang
an pekerjaan bagi masyarakat. BUMDes 
dapat digunakan untuk memperkuat dan 
menggerakkan basis ekonomi kreatif un
tuk menumbuhkan produktivitas ekonomi 
pedesaan secara kelembagaan (Ahmad et 
al., 2021). Diperkuat dengan temuan pene
litian yang dilakukan oleh Yuniarta & Pur
namawati (2020) bahwa pendirian BUMDes 
mampu berperan meningkatkan pendapatan 
asli desa. 

Pemberdayaan masyarakat sangat 
penting untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat desa. Pembangunan ekonomi 
daerah pedesaan melalui konsep pember
dayaan mengutamakan nilainilai sosial, bu
daya, kemanusian, kearifan lokal, dan keber
samaan. Aktivitas kebersamaan masyarakat 
yang meningkat diharapkan mampu men
dorong terwujudnya desa mandiri melalui 
pendirian lembagalembaga ekonomi, se perti 
badan usaha desa atau BUMDes. BUMDes 
dapat dikelola secara profesional, sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi desa dengan 
tujuan untuk memperkuat perekonomian 
desa (Zhang & Holzer, 2020). Penggunaan 
dana desa diharapkan dapat menggali dan 
mengoptimalkan potensipotensi kekayaan 
desa sehingga dapat meningkatkan dan 
memaksimalkan pendapatan asli desa dan 
pendapatan masyarakat. Dalam penyeleng
garaan pembangunan harus ditopang dan 
diperkuat dengan sumber daya keuangan 
desa. Sehingga desa membutuhkan lembaga 
atau badan ekonomi desa yang dapat men
jadi sumber pemasukan desa untuk mem
perkuat sumber daya keuangan desa (Ton, 
2017). 

Adanya sumber daya keuang an yang 
besar pada pemerintah desa akan dapat 
berguna untuk memajukan perekonomian 
desa, menekan angka kemiskinan, mengop
timalkan pelayanan publik, dan menanggu
langi kesenjangan pembangunan antardesa. 
Namun pemanfaatan dana desa sampai saat 
ini masih banyak dipergunakan untuk pem
bangunan infrastruktur fisik, seperti jalan 
desa, goronggorong, tempat olahraga, dan 
lain sejenisnya. Arah kebijak an dana desa 
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yang dibuat oleh pemerintah berperan pen
ting dalam menentukan distribusi atau alo
kasi program penganggaran desa. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya 
telah mengungkapkan bahwa infrastruk
tur saja belum cukup untuk meningkatkan 
kesejahteraan ma syarakat (Chawla, 2021; 
Clark, 2015; Fahmid et al., 2020; Putra & 
Muliati, 2020). Peningkatan pendapatan 
masyarakat dan kemandirian pemerintah 
desa sangat penting dilakukan untuk men
dorong peningkatan ekonomi desa. Hal terse
but dapat dilakukan dengan pemberdayaan 
masyarakat melalui programprogram pe
ningkatan ekonomi desa, seperti pengelolaan 
potensi pertanian, pengembang an usaha ke
cil rumah tangga, pendampingan wirausaha, 
pelatihan pengelolaan hasil potensi desa, 
dan pelatihan pemanfaatan dana desa.

SIMPULAN
Penelitian ini menjelaskan bahwa ada

nya peran penting dana desa dalam mening
katkan dan menciptakan sumbersum
ber pendapatan asli desa. Dengan adanya 
dana desa, pemerintah desa dapat mem
bangun dan mengelola sumbersumber 
pendapatan baru yang menunjang pening
katan pendapat an asli desa. Hal ini juga 
didukung dengan upaya sinergi antara pe
merintah desa, pemerintah daerah, dan 
masyarakat dalam memanfaatkan dana 
desa untuk pembangunan dan kemajuan 
desa. Dukungan pemerintah daerah terha
dap optimalisasi pendapatan asli desa de
ngan mengeluarkan peraturan daerah ten
tang prioritas penggunaan dana desa untuk 
meningkatkan PADes. Sedangkan dukung
an dari masyarakat desa dapat dilakukan 
melalui partisipasi masyarakat dalam pro
ses perencanaan dan pelaksanaan program. 
Komponen utama yang berperan dalam 
meningkatkan pendapatan desa berasal dari 
keuntungan Badan Usaha Milik Desa (BUM
Des) yang dibentuk menggunakan dana desa 
sebagai modal awal, sehingga dana desa 
dinilai sangat berperan dalam menciptakan 
sumber pendapatan desa. Pemanfaatan po
tensi kekayaan sumber daya alam, SDM, 
dan keuangan dalam pengelolaan BUMDes 
merupakan modal kuat untuk menggerak
kan ekonomi masyarakat dan mengoptimal
kan pendapatan desa. 

 Implikasi penelitian ini dapat dijadikan 
acuan pemerintah daerah dalam pembuatan 
kebijakan prioritas penggunaan dana desa. 
Pemerintah daerah harus mampu meme

takan potensi kekayaan desa yang dapat 
dikembangkan sebagai komponen sumber 
pendapatan asli desa. Selama ini, belum ada 
pemetaan potensi dan pendampingan studi 
kelayakan bisnis dari pemerintah daerah. 
Sehingga dalam pendirian BUMDes, peme
rintah desa belum punya strategi dan ana
lisis bisnis yang baik. Akibatnya banyak 
BUMDes yang telah didirikan tidak mampu 
bertahan lama. 
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